PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA BARAT

LEMBAR DISPOSISI

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
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Sekretaris

D Bid. Cipta Karya
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Bid. Tata Ruang
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Instruksi / Informasi

Setuju

Pertimbangan / Saran

Balas

Menunggu Disposisi Gubernur
Dilaksanakan Segera
Bicarakan dengan Kadis
Rapatkan dengan Kabid Terkait
Monitor dan Pantau

Diketahui

Pelajari Dan Laporkan
Tugaskan / Kirim Petugas
Mewakili Kadis

Ikut Hadir Bersama Kadis
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jaian Khati> Sulaiman No. 22 Telp. (0761) 7086231 - 448571 - 446154 Fax. (0751) 445232 Padang
website; hitp://dih. sumbar.go.id  e-mail: dih@sumbarprov.go.id

Nomor :660/ 1218 /TL-2025 Padang, 24 November 2025 M
Sifat : Penting Jumadil Awal 1445 H
Lampiran :1 (satu) berkas
Perihal  : Mohon Tanggapan Informasi Kesesuaian Tata Ruang Terhadap

Rencana Usaha PT Cipta Mineral Prima

— Yth: Q Kepala Dinas BMCKTR Prov. Sumbar
2. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumbar
di
Padang

Sehubungan dengan Surat Direktur PT Cipta Mineral Prima No. 05/CMP/XI/2025
tanggal 11 November 2025 perihal Permohonan Tindak Lanjut Dokumen UKL-UPL Berdasarkan
Pembaruan Informasi Keterangan Lokasi Perizinan (surat terlampir), disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Melalui surat tersebut, PT Cipta Mineral Prima menyampaikan permohonan tindak lanjut
penmﬁksamdokunmnﬁngkungmdimmalokasiperﬂmbangmmrmsukdalamsahhsam
lokasi yang disusulkan menjadi Kawasan Peruntukan Tambang pada kegiatan Revisi
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.

2. Revisi Tata Ruang Wilayah sebagaimana tersebut di atas, belumlah sebagai PKKPR
sebagaimana yang menjadi persyaratan pengajuan penerbitan Persetujuan Lingkungan Hidup
yang diatur pada Pasal 52 dan Pasal 58 Ayat (1) PP No. 22 tahun 2021, dan KKPR juga menjadi
persyaratan dasar penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana diamanatkan pada Pasal 12
Ayat (1) PP No. 28 Tahun 2025. Dan kondisi ini menjadi muatan pada Berita Acara
Pemeriksaan UKL-UPL (terlampir).

3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, guna tertib hukum dan tertib administrasi dalam
fasilitasi proses penerbitan persetujuan lingkungan hidup di DLH Prov. Sumbar dimohonkan
arahan dan tanggapanya terhadap kondisi tersebut dalam rangka menyikapi permohonan
pemrakarsa untuk proses lebih lanjut terhadap rencana usaha dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas PMPTSP Prov. Sumbar di Padang;

3. Kepala Dinas ESDM Prov. Sumbar di Padang;

4. Kepala Dinas LI1 Kota Padang di Padang;

5. Kepala Dinas PUPR Kota Padang di Padang;

6. Arsip.



